
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

]. Paw 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasas N,,~tlltl.RepuuUk

Indonesia Tahun 1945;
Mengingat

Menimbang

DENGAN RAHMAiiUHAN YANG MAHA ESA

SUPAi! GROBCGAN,
a. bahw...wiluk melakaanakan ketenruan PasaJ 35 Peraruran

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun ~O)-( tentang
Pedoman Pembenrukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah, periu rnerubah Peraruran
Bupati Groboga.n Nomor 56 'rabun 2016 [entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pernberdayaan
Perernpuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daJam buruf a di atas, pertu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Perubahan Atas Peraturan Supan Grobogan Norr.or
56 rabun 20)6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tara Ke:ja
Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan:

•

..KELUARGA BERENCANA KABUPATF:NGROBOGAN

PERATURAN BUPAT) GROBOGAN

NOMOR 23 TAH.UN 20 is
iENTA.'1G

PERUBAHAN ATASl'ERATURAN BUPAT] GROBOGANNOMOR 56 TAHUN 2016
TENiANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANlSASI, TUOAS POKOR,

FUNGS1,URMAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
DlNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN..

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAW A TENGAH

'.



..
Negara Republik Indonesia NomOT5587j sebagaimana telah

cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubahan Kedua Ate,:;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2015 ~omor sa, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5(79);

6. Peramran Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam NegeIi Nomer 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerab (Benta rsegara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pemberrtukari dan Susunan Perangkar
Daerah (Lemparan Daerah Kabupaten GrobQgan Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lcmbarari Dacrah. Kabupaten

Grobogan 'Nomor lSj;

tentang
Republik

Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun '2014 Nomor 244, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran 1\legaraRepublik Indonesia Tabun
~014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 5494);

Pembentukan Peraruran Perundang-undangau (Lnuual an
~egara Republtk Indonesia 'ranun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5634);

12 Tahun 2011 tcntang
,

3. Undang-Undang Nomor
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Pcrcmpuan, Pcrlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Kabupaten Orobogan.

5. Dinas 'Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak
Dan Keluarga 8erencana yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pcrlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

4. Sekretarts Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn

Grobogan.

3. Bupaci adalah Bupati Grobogan.

1. Daerahadalah Kabupaten Grobogan.

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pclaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Pasall

diubah setlngga berbunyi sebagai1. Ketentuan Pasal
berikut:

Beberapa ketenruan daJam Pe..aturan J'\upati Orobogan Nomor 56

Tahun 2016 tentang Kedudqkan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor56) diubah sebagai bcrikut :

•

Pasall

PERLIN:>UNGAN

KAnVPATEN

DINAS PEMBERDAyAAt\ E'EREMPUAN,

ANAX DAN KELUARGA BERENCANA

GROBOGAN.

PERATURAN BUPAT) TENTANG PERUBAHAN ATAS

PEl<KfURAN SUPATI GRO.BOGANNOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS

POKOK, FUNGSI. URAlAN TUGAS JABATAN DAN TATA

KERJA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
,
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3. Seksi Pendampingan dan Rehabilitasi Korban
Kekerasan.

2. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekeraean
Terhadap Anak dan Perempuan; dan

d. Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan
Perempuan, membawahkan :

1. Seksi Pembino.o.nPotens! dan Peningkatan Kualitas
HidupAnak,

3. Seksi Data dan Informasi Gender.

1.Seksi Pengarus Utarnaan Gender;

2. Scksi Penlngkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga;dan

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan ;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum

1.Sub Bagian Perencanaan;

b. Sekretariat, membawahkan :

a Kepala Dinas,

(I) ::;usunan Organisasi Dinas, terdiri dari ;
•

Paeal 3

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpu!an
jabatan lungsional tertentu yang terdiri dan sejumlah
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsionaJ terrenrn

yang terbagi dalam berbagai kelompok seeuai
keahliannya.

2. Kctcntuan ayat (I) Pasal 3 diubah, seliingga berbunyi sebagai
be~t; p

7. Jabatan F'ungsional Tertentu adalah kcdudukan yang

menunjuknn rugae, tanggung Iawao, wewenang dan hak
scorang pegawa] negen sipil dalam suaru satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan unruk
mencapai tujuan organisasi,

f



7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 2~ disisipkan 1 (saw) pasal,
yakni.Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

SATUAN PELAYAN,W KELUARGA BERENCANA

BABVA

6. Di antara BABV dan BAB VI disis.ipkan 1 (sam) BAB, yakni
BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Pasal 27 dihapus.

4. Pasal 26 dihapus.

3. Pasal 25 dihapus.

.
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

g. Kelompok .Jabatan Fungsional Tertentu.

3. Seksi Pengembangan Bina Ketahanan Remaja.

2. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan,
Bina Ketahanan KeJuarga Balita, Anak dan Lansia:
dan

•

L Scksi Pcmbeniayaan Keluarga Sejahtcra,

membawahkan : •
i. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

3. Seksi Distribusi Alokon, Jaminan dan Pelayanan

Kcluarga Bci:'cncana.

2. Scksi Pcnyuluhan, Pergerakan, Advokasi Peuyuluh.
Lapangan Ketuarga: Berencana dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi; dan

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi
Keluarga;

Penyuluhan,

Berencana.

Penduduk,
KeJuarga

• e. Bidang Pengendalian
Penggerakan dan
.membawahkan ,
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7. OJ antara Pasal 27 dan PasaJ 28 disisipkao 1 (eatu] pasal,
yakni Pasal 27A.sehingga berbunyi sebagai berikut :

SATUAN PELll.YANAN KEJ.,UARGA BERENC.I\NA

BABVA

6. Di antara BAB V dan BABV1dislsipkan 1 (satu) BAS,yakni
BAB VAsehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Pasal27 dihapus.

4. Pasal26 dihapus,

3. Pa:;al 25 dibapus.

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dirnaksud ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

g. Kelompok Jabatan Pungsional Tertentu.

3. Seksi Pengembangan Bina Ketahanan Remaja.

2. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan,
Bina Ketahanan Keluarga Bali+a, Anak dan Lansia;
dan

1. Seksi Pernberdayaan Keluarga Sejabtera;
..membawahkan :

•
f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

3. Seksi Distribusi Alokon, -Jaminan dan Pelayarran
Kcluarga Berencana,

2, Seksi Penyuluhan, Pergerakan, Advokasi Penyuluh
Lapangan Keluarga : Berencana dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi; dan

1.Seksi Pengendalian Penduduk dan Sistern Inforrnasi
Ke1uarga;

membawahkan;

Berencana,
Penyuluhan,Penduduk,

KeJul'Irc:a

, e~Bidang Pengendalian

Penggerakan dan

"
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(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, KepaJa Sub

Bagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab mernimpin,
mengawasi dan mengkoordmasikan bawaban masing
masing dan berkewajibanmemberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawaharmya, can bila

Pasal30

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya berdasarkan kebijakar. yang ditetapkan
oleh Bupati,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya KepalaDmas, Sckretari~,
Kepala Bidang, Kepala ~ub Bagian, Kepala Seksi, serta

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
kcordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horisontal baik di lingkungan Dinas maupun antar
cotuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
eesuai dcngan tugas masing-mnsing.

!3) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, •

(4) Penyuluh J(el\laTlla Bereneans (PKR)/ Perugas Lapangan
Keluru-goBerencana (pI..KB)ditempatkan pada masing

masing kecamatan untuk melakukan tugasnya eli desa
blnaan dl bawankoordinasi KepalaDinas.

8_ Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

•

(1) Dengan Perarurnn Rupati ini dihenruk Saman Pelayanan
Kcluarga Bercncana berupa unit kerja non ::;trulcturo,i

dengan wilayah kerja 1 (saru) kecamatan.

(2) Saruan PeJayanan Keluarga Berencana sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oJeh seorang
Koordinator dengan menunjuk salah seorang Penyuluh
KeluargaBeroncana IPKB)-

Pasal27A
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12. Kc:renruanLamplran II dibapus.

Penataan kembali personet, anggaran. sarana dan prasarana
serta serah terirna dokumen sebagai ak.bat penghapusan
Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Bupati

ini dilakukao paling lama tanggaJ 1 Januari 2019.

11. Di antara Pasaj 36 dan Pasal 37 disislpkao 1 (saru] pasaJ,
yakni Pasal 36A. sehiagga berbunyi sebagat berikut:

Pasal36A

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya
Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas yang
disampaikao kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Seksi dan

lingkuogan Dinas

Kepala Bidong, Kcpala Sub Bagian,

Kelompok Jabatan FllngsionaJ di

Pasal33

10. Retentuan Pasal 33 diubah schingga bcrbunyi :;ebagai
berikut:

•
(2)Dalam melaksanakan rugasnya setiap pimpinan Satuan

~
Organisasi dibantu oleh pimplnan unit satuan organtsasl

bawahannya dan dalam rangka pembenan bimbingan

kepaca bawahan, masing'masing pimpinan saruan
organisasl mengadakan rapat secara berkaJa.

•

(1) Sekretaris. Kepala Bidang. KepaJa Sub Bagian, Kepala
Seksi. serta Kelompok J£lbatan FungsiolltU wajib

mengikuti . dan memaluhi pcrunjuk.petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan masing'masing dan
menyampalkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 31

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbuny!
sebagai berikut :

tezjadi penyimpangan agar mengaznbil langkoh l-=gkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang.
undangan.

,
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KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 2J

Diundangkan eli Purwodadi
pada tanggal (l7 Kei 2018

Ditetapkaj , di Purwodadi

2018

daJamBerita Daerah Kabupaten Grobogan.
Pcraturan Bupan ini dengan penempatannya

memerintahkanmengetahwnya,orangAgar setiap
pengundangan

Peraruran l:Iupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal n
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